https://reviewunes.com/ Vol. 7, No. 1, Septembep024

E-ISSN: 2622-7045 | P-ISSN: 2654-3605

UNES LAW REVIEW

https://review-unes.com uneslawreview @gmail.com @ +62 856-5804-3983
DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v7il

Received: 13 Agustus2024 Revised: 5 SeptembeP024 Publish: 9 Septembe?024
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Penyelesaian Sengketa Tanah oleh Lembaga Adat di Lembang
Kaero Kecamatan Sangalla

Yulianus M. Rombeallo', Marchelina Rante?

! Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan, Universitas Kristen Indonesia Toraja, Indonesia
Email: yrombeallo@ukitoraja.ac.id

?Fakultas Keguruan dan limu Pendidikan, Universitas Kristen Indonesia Toraja, Indonesia
Emal: marchelina@ukitoraja.ac.id

Corresponding Authogrombeallo@ukitoraja.ac.id

Abstract: Problems regarding disputes still occur until now, in general, the settlement of land
disputes can be resolved in two ways, first, through litigation or through the court. While the
second is through nelitigation or without going through the caduwhich prioritizes the
principles of deliberation and consensus in its resolution.the indigenous people of
Lembang Kaero, Sangalla' District, it is known that there is a customary institution that is
run to solve land dispute problems within the scopthe Lembang Kaero community. What

is interesting is the procedure for resolving land disputes by customary institutions which is
certainly different from the procedure for resolving land disputes in coline purpose of

this study is to find out thprocess of resolving land disputes by customary institutions in
Lembang Kaero, Sangalla District'. The research method used by the author in this study is
empirical research. The results of the study show that the settlement of land disputes by
Customanyinstitutions in Lembang Kaero, Sangalla’ District' begins with the submission of a
lawsuit to Lembang Kaero, for the next customary hearing is carried out by providing equal
opportunities for both parties to submit their respective evidences, the sulnutsie next
decision is submitted by the Customary Judge of the Peace if the decision is accepted by both
parties, the land dispute is considered to be over, but if there are parties who are dissatisfied
or object, they can submit legal remedies to thegalla District level

Keyword:SettlementLand DisputesCustomary Institutions

Abstrak: Persoalan mengenai sengketa masih terjadi sampai sekaemaga umum
penyelesaiasengketa taahdapat dselesaikanmelalui dua cara yakni pertama melalui jalur
litigasi atau melalui pengadilan. Sedangkan yang kedua yakni melalui jalur non litigasi atau
tanpa melalui pengadilan yang mengedepankan asas musyawarah dan mufakat dalam
penyelesaiannyaDalam masyarakatdat Lembang Kaero Kecamatan Sangalthkenal

adanya lembagadat yang dijalankan untuk menyelekan permasalahasengketa tanadi

lingkup masyarakat Lebang KaeroMenjadi halyang menarik ialah mergpai prosedr
penyelesaikan sekga tanaholeh Lembagaadat yang tentunya berbeda dengan prosedur
penyelesaian sengleetanah di PengadilanTujuan penelitian ini adalah untuk untuk
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mengetahuiproses penyelesaian sengketa tanah oleh lembaga adat di Lembang Kaero
Kecamatan Sangall aod. Msegtinakére dalgre pereelitiantini adalah y a n g
penelitian empirisHasil penelitian menunjukkaPenyelesaian sengketa tanah oleh Lembaga
Adat di Lembang Ka e r dimul& elengam péngajuan Yugatanake | a 6
Lembang Kaero, untuk selanjutnya dilakukan sgdadat dengan memberikan kesempatan

yang sama bagi kedua belah pihak untuk mengajukan -buktinya masingnasing,
penyampaian putusan selanjutnya disampaikan oleh Hakim Adat Pendamai apabila putusan
tersebut diterima oleh kedua belah pihak maka setméanah tersebut dinggap selesai

namun apabila ada pihak yang merasa tidak puas atau keberatan maka bisa mengajukan
upaya hukum ke tingkat Kecamatan Sangalla

Kata Kunci: Penyelesaian, Sengketa Tanaémbaga Adat

PENDAHULUAN

Bagi masyarakatana Torajgaanah menjadi salah satu komoditi dan aset kepemilikan
yang sangat berharga tidak hanya bernilai ekonomj saghinkan bernilai magigeligius.

Dari segi ekonomi tanah bisa dijadikan sebagai sumber penghhaila itu sebagaisaha
perkdounan maupun persawahasedangkan nilai religius magisnya tanah nantinya
merupakan tempat para wargana Toraja yang meninggakandikuburkan.Di Sangal | a 6
sendiri umumnya status tanahnya masih bertiflahh adat dalarpengertian intanahnya
rata-rata masih belum bersertikat.

Sehingga apabila ada persoalan mengenai sengketa tanah maka akan diselesaikan di
Lembaga Adat. Cakupan wilayah penyelesaian sengketa tanah meiigydih dimana tanah
tersebut berada dan pemgsdian sengkahya megikuti kebiasaan warga setempat pada
daerah tersebut.

Proses penyelsaian sengketa tanah melalui hukum adat sudah dilaksgndkan
sebelum adanydndangUndangNo. 5 Tahun 1960 tentang Penatin Dasar Pokok Agraria
(UUPA). Renyelesaian permasalahan sengketa tanah di Indonesia diatur dalam ranah hukum
tanah adaimmengenai hak dan kewajiban, hubungan hukum, perbuatan hukum dan akibat
hukum yang berobjek tanah. Hukum adat atas tanah tentunya terbagi atas corak yang
disesuaikan degan kekhasan maskmgasing wilayah adat yang dikenal dengan istilah
pluralisme hukum adat tentang tanah.

Eksistensi penyelesaian sengketa tanah secara adat pun dipertegas dalam UUD 1945
sebagai konstitusi negara, mengakui keberadaan masyarakat adtd hakhaknya maka
dapat ditegaskan bahwa masyarakat adat tentunya mempunyai legal standing untuk
menyelesaikan permasalahan tanahnya secara adat. Dalam Pasal 2 UUD 1945 menyatakan
fi Mgara mengakui dan menghormati kesakmssatuan masyarakat hukum adeserta hak
hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesiag/diatur dalam undangn d a RaglabPasal
28layat(3)menyat akan bahwa: il dent tratisiopal dhorchatiy a d at
selaras dengan perkemb®ngan zaman dan perada

Selanjutnya setelah dibekukannya UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPB)jtemukan pula penegasan yang sama seperti dalam

! Marchelina RanteYulianus M. RombeallpfiTinjauan Sosiologis TerhadapPembagianHak Waris Tanah
MenurutHukum Waris Adat TorajaPa @&inding Di LembangBatualuKecamatarSa n g aSelatan OUNES
Law Review6 No. 1, (2023):199-2003

2H. M. Arba,HukumAgraria IndonesiaJakarta: Sinar Grafik@015

¥ M. Ridwan, B. Madiong.,A. Tira., fiHak MasyarakaHukum Adat Matteko TerhadapPengelolaarHutan
Adat Di KecamatanTombolo Pao kabupaterGowa: Ma t t eRight®T® The ManagemenOf Traditional
Forestdn TomboloPao District, GowaDistrictdo Clavia Journal$ No. 1, (2021239244
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Ketentuan UUD 1945.Pasal 2 ayat (4YUPA mengaturtentangpelimpahanwewenang
kembali kepadamasyrakathukum adat untuk melaksanakarhak menguasaiatas tanah,
sehinggamasyrakat Hukum Adat merupakarmaparatpelaksanadari hak menguasai negara
atas untuk mengelola tangiang adadi wilayahnyakemudiandalam SelanjutnyaPasal3
UUPA mengaskanbahwa pelaksanaarhak ulayat masyarakatHukum Adat, sepanjang
menurutkenyataannya harus sedemikian rupa sehirsggaaidengankepentingamasional
dan negara,berdasarkarpersatuarbangsadan tidak boleh bertentangardenganUU atau
peraturanyang lebih tinggi. ¢ Jadi telah jelas bahwamasyarakathukum adat dapat saja
menyelesaikan sengketa pertanahan separpangsannyatidak bertentangardenganUU
atau peraturaganglebih tinggi.”

Yang menjadi permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai
prosesur penyelesaian sengketa tanah secara adat seperti yang telah diuratemn di
meskipun telah mempunyai dasar hukum. Penyelesaian sengketanya didasarkan pada
kebiasaanmasyarakat atau aturannya tidak dikodifikasikan dalam suatu peraturan yang
tertulis, yang membuka peluang prosesnya berbeda di tiap daerah wilayah hukum adat
masingmasing. Sedangkan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan
mempunyai attan yang sudah tertulis, dikofikasikan pada KUH Perdata dan berlaku secara
universal di wilayahindonesia Menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai bagaimana
Lembaga Adat Kaer o Kecamat an Sangall ab dal
sengketa secara ddeya sendiriUraiandi atasmenjadi alasan dari peneliti mengambil judul
Penyel esaian Sengketa Tanah Ol eh Lembaga Ada

Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa tanah oleh Lembaga Aeatbeng

Kaero Kecam&tan Sangall ab

Untuk mengetahuproses penyelesaian sengketa tanah oleh Lembaga Adat di Lembang
Kaero Kecamatan Sangall ab
METODE

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum empiris..
Peneitian empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi langsung.
Penelitian hukum empiris atau sod¢émal Gocio legal researghyang merupakapendekatan
dalam meneliti hukum sebagai obyek penelitiannya tidak hanya dipandang sebagai disiplin
yang preskriptif dan terapan belaka, tetapi juga empirical atau kenyataan hukum. Oleh karena
itu, penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk mengajak pamalipeya tidak hanya
memikirkan masalamasalah hukum yang bersifat normalfiif as written in book® Lokasi
penelitian ini akan dilakukanid Le mbang Kaer o KAlgasannperulsn San
memilih lokasi ini disebabkan karesampai sekarang dalamenyelesaikan sengketa tanah
warga masyarakat di lembakgerokebanyakn menyelesaikarsengketanya melalui ranah
pengadilan adat. Dan keberadaan lembaga adatnyapgjh diakui hingga sekarang

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan penelitian dilaksanakan di Lembang Kaero yang merupakan salah satu daerah

administrasi di wi |l ayah Kecamat an Sangal |l act
mempunyai luas wilayah + 13,3 Km2. Batalsatas wilayah Lembang Kaenaitu :

Sebelah Uta : Berbatasan Dengan Kelurahan Tongko Sarapung dan Buntu Masakke
Sebelah Selatan  : Berbatasan Dengan Lembang Palipu

Sebelah Timur : Berbatasan Dengan Lembang Raru Sibunuan

* UndangUndang no. 5 tahun 1960 tentaPeyaturarDasarPokok-Pokok Agraria (JUPA)

> A.M. Ponglabba Sefngketa tanah dan penyelesaiannya menurut uu no 5 tahun 1960 (kajian pada hukum adat
torajg Gex Privatum6 No. 7, (2018): 99406

® D. L. Sonata.fiMetodePenelitianHukum NormativeDan Empiris: Karakteristikk hasDari MetodeMeneliti
Hukumo. Fiat Justicia Jurnal llmu HukuBiNo. 1,(2014):15-35
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Sebelah Barat . Berbatasan Dengan Lembang Bul i an

Jumlah pendudukang menetap di Lembang Kaero sebesar 1.450 Jiwa yang tersebar
dalam4 (Empat) Dusun, yaitu Dusun Kaero, Dusun Kaero Seldasun Katangka dan
Dusun Suayalokasi tersebut merupakan tempat peneliti untuk mengambil data penelitian
terkaitproses penyelesa sengketa tanah oleh Lembaga Adat.

Sengketa tanah masih menjadi salah satu problarg sering terjadi di Lembang

Kaerq penyelesaiannya pun bisditempuh secara adat melaliembaga Peradilan dhat.
Menurut StellaPengadilan hukum adat adalah sistem peradilan tradisional atau adat yang ada
di beberapa masyarakat suku bangsa atau komunitas tertentu di Indonesia. Sistem ini
beroperasi berdampingan dengan sistem peradilan negara yang diatur oleh hukum positif
nasional.Pengadilan adat berbasis adat dan tradisi dimana pengadilan adat didasarkan pada
hukum adat atau tradisi yang telah berkembang di masyarakat suku bangsa atau komunitas
tertentu selama bertahwahun.

Dari hasil observasi dan wawamaadi Lembang Kaero Kabupaten Tana Toraja.
Masyarakat adat pada daerah tersebut telah turun temurun menyelesaikan masalah tanah
secara adatapakah melalui musyawarah keluarga biasa atau di bawa ke Lembaga Adat.
Ketika penyelesaiannydilakukan melalui Lembaga adat t&unya adebeberapaata aturan
dan proseduyang akan ditempuldalam menyelesaikasetiapperselisihafsengketatana
yang didaakan pada hukum adatau kebiasaagyang berlaku di masyarakat.embang
Kaero.

Berdasarkan hasi l wawancara dengan Kepal a
Sal usu, yang mana adapun pertanyaan penulis
tanah secara adatli Lembang Kaer® o Menur ut penj el asan dar i
i s e n gtknehtadinya pemasalahn mengenaitanah di Lembang Kaero apakah itu
permaslahan mengenai kepemilikan tanah, bdiatas tanah dan hak pengelolaan tanah

Selanjutnya Mengenai kewenanganuntuk memnyelesakan sengketa tanatadat di

Lembang KaeroBer dasar kan hasil wawancara dengan Ke
Massor a Sal usu, adapun pertanyaan penul i s
menyelesaikan sengketa tanadat d i Lembang Kaero?bo Menur ut

Narasumber, bahwafi me n g e wenangark tntunya pihak yang bersengketa bisa
mengajukan ke Pengadilan sebagai instay@sig berwenang, namun Lembang Kaero
mempunyai Lembaga Adagangjuga memiliki kewenangan untuk menyelesaiksengketa
tanah di antara warga masyarakat Kagnog sejaldari dulubahkan sebelum adanya aturan
resmi mengenalLembaga AdatWargamasyarakakaero dalammenyelesaikan sengketa nya
baik itu sengketa tanah ataupun permasal#din selalu menyelesaikannya di depan dewan
adat(to pareng¢ namun sekarang karemha&rjalan seiring denganstruksi dari Pemerintah
Daerah Tana Toraja maka dibentuklah Lembaga Adat di Lembang&aero

Hal demikianseyogianya telah sesud@éngan ktentuan mengenaieinbaga adagang
telah diatur dalanPeraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2001 Tentang
Pemerintahan Lembang dalam pasal 12 ayat (2) huruf a menegaskan bahwai g a s
Lembaga Adat adalah membantu Pemerintahan Lembang untuk menyelesaikan perselisihan
yang timbul dari masyaralat.

Ketentuanlain mengatur juganengenai wewenang lembaga agang dipertegas
dalam pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2001
Tentang Pemerintahan Lembang bahwa:

Wewenang Lembaga Adat :
1. Mengangkat dan menetapkaenpangku adat atau sebutan nama lainnya sesuai dengan

kondisi sosial Lembang yang bersangkutan;

" Stella , engaRihHukum Adat Dalam PenyelesaiarSengketaAdat Di PengadilanHukum Adad . Jurnal
Hukum dan HAM Wara Sains 2 No. 09, (2023):838
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2. Membuat dan menetapkan ketentuan tentang pelaksanaan upacara adat budaya pada
Lembang yang bersangkutan;
3. Membantu Kepala Lembang menyelesaikan peibalisantar warga masyarakat.

Mengenai struktur organisaslalam Lembaga adatli Lembang Kaeromenurut
pendapat darKepala Lembang Kaer®uang Nur ad Maapgnoperanyadra | u s u ,
penul i s yaitu ABagai mana struktur kel embag
Menurut penjelasan dari Narasumbéahwa:fiLembagaadat di Lembang Kaerrdiri dari
Ketua, Wakil Ketua dan Sekertariéang ketiganya jugasekaligusmenjalat sebagai hakim
pendamai untuk menyelesaian sengketa tdnahtara masyarakat.

Berkaitandengan syarat pentuanhakim pendamai dalarhembaga adat menurut
pendapat darKepal a Lembang Kaer o Puadapyn pertamyaad Ma s ¢
penulis yaitufiApa saja syaragyaratatau ketentuarseseorang diangkat menjadi hakim
pendamai dalam Lembaga Adat di Lembang Kaero? Menurut penjelasan dari Narasumber,
bahwa fisyarahya ialah hakim adat pendamai tersebut berasal dari-tokolh masyarakat
yang dituaka (T o P a ) yang gnen@enuhi kriterimanarang(bijaksana)barani (berani),
dan kinawa (baik). Dan juga pastinya harus bebdtul tahu seluk bekuadat di wilayah
Lembang KaeroHakim pendamai tersebut juga dipilih oleh masyarakat sendiri melalui
k o mb o n g eusyavdrah@dat)

Senada dengan hal tersebut dalpenelitian yang dilakukan olehGasing Bulan
Paledung dan Nurliah Nurdin menyatakan bahwa dalam komunitas masyarakat adat di Toraja
Utara masingnasing memiliki kelembagaan adat yang biigel ongkonarpemimpin dalam
Tongkonan disebut dengaho 6 P a krigenagdalam pemilihailr o P a rdengane 0
memperhatikan nilanilai dan prinsip kepemimpinan Toraja, yakBida, Manarang na
Kinaa, Sugi na Baranyang artinya kaum bangsawan, pintar, dan bijak serta memiliki harta
kekayaaan dan keberani&n.

Hal yang sama juga dijelaskan dalam penelitian yang dilakukanMilgh Aditnya
Ibrahim Eri Hidayat, dan Halomoan Alexandraenyatakan bahwaepyelesaian kalik
salah satunya dilakukan mulai dengan cara bermusyawarah, mulai dengan musyawarah
dengardalam skal&ecil dimana melibatkan keluarga serta kerabat, bahkan jika perlu dengan
melibatkan para toketokoh adat. Upaya damai dalam penyelesaian konflik ladasa
sengketa Tanahongkonarpada masyarakatToraja biasanya diselesaikan melalui aturan adat,
dimana terdapat salah seorang yang berstatu® P aatasThogde 6Ma 6 Kad%a London

Sehingga dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa Lembagdi &dédyah
Kaero mempunyai legal standing dalamelaksanakarnugasdan wewenangnya berkaitan
denganpenyelesaian sengketa tant#lah berkesesuaian dengaamanat dari Peraturan
Deaerah Kabupaten Tana Toraja 2 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Leadzdh?) ayat
2 dan pasal 13 ayat 2Dan pentingnya melibatkatokohtokoh adatdalam penyelesaian
sengketa tanah jugaenjadi hal yang utamdimanaT o 6 P ameeitikg amdil besadan
dapat diangkat menjadi hakim pendant@lam proses penyelesaian sengketaah di
Lembang Kaero.

Setelah menguraikan mengenai pengertian sengeketa tanektiur Lentbaga Adat,
wewenang Lembaga AdatanSyarat pengangkatan Hakim Pendadelam Lembaga Adat
maka selanjutnya akan diuraikan mengeasesatau alurpenyelesaian sengketa tanah di
Lembang Kaerseperti pada gambdyerikutdi bawabhini :

8 G. B Pal edung. , N . N u r Letrnbaga , Adatfi Deaampedhd&dap R.embdga dau k a n

Tongkonan Di Kabupaten Tana Toraja&a8. Jurnal Adat dan
M. A. I brahi m. , E. Hi dayat ., H. Al exandr a. , iResol u
Toraja Di Kabupaten Tana Torajao. Jurnal Education A
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Gambar 1 Alur Penyelesaian Sengketa Tanah AdaDi Kaero

Dari uraian gambar diatas atleaberapaahap dalanpelaksanaamproses sidang adat
Berdasarkan hasil wawancatenganKepala Lembangcaer o Puang Nur adé Mas
adapun pertanyaan penulis yaittbb agai mana prosedur pelaksanaa
Kaero?0 Menurut penj el assaang atla dalam Nahasa rajmmb e r |,
disebut pasi pak adebelumaplaasdi p a k a d dilaksandkard terlebih dahulu
disampaikan kepada pihak yang berkdéjpgan untuk menyelesaikan permasalahannya
secara internal (lingkungan keluarga) namun apabila tidak ada titik temu pimakayang
merasa berkepentingalipersilahkan untuk melakuka®ngajuan gugatan ke pihak Lembang
untuk selanjutnya pihak lembang segenengubungi hakim adat pendamai untuk kemudian
mengatur jadwal sidang dan memberitahukannya kepaitenaliyang artinya kedua belah
pi hak penggugat dan tergugat o.

Terkait dengan pelaksanaan sidang adat menurut Siti Hardiyanti Akbagenai
tempat dilakukanya persidangan telah di fasilitasi oleh mamegng kecamatan, Kelurahan
dan lembang biasanya dilakukan di aulah yang sudah dised&iaagai contoh persidangan
adat di Kant or Ke c a manaidakimadatnpgagnailjumlaini/a télgha r a me
diatur dalamsurat keputusan Camat tentang Penetapan Hakim Adat Pendamai Kecamatan
dan Kelurahatbembang. Apabila sidang di kecamatan akan ada 5 hakim adat pendamai
sedangkan untuk kelurahan dan Lembang ada 3 hakim adat penfamai.

Seplan dengan hal tersebBerdasarkan hasil wawancaggnganKepala Lembang
Kaero Puang Nurad Massoriap e lmeknsagmasdkmn ns ibdahnva
mengenai sengketa tanatilaksanakan di Kantor Lembang Kaedengan memberikan
wewenang kepada hiak adat pendamai yang terdiri dari 3 orasgsuai dengan Surat
Keputusartentang penetapan hakim adat di Lembang Kaero

s, H. Akbar., fAFungsi Le mb aS$eagkefadanah TongkormmDi Kabupatem Pe ny
Tana Torajao. Skripsi. Uni versitas Hasanuddin Makass
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